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Article 273 of Act No. 22/2009 on Traffic and Road Transportation said that the 
organizers were not immediately roads and worth repairing damaged roads 
resulting in traffic accidents can be held accountable criminal. This paper aims to 
analyze the reasons for the establishment of Act No. 22/2009 on Traffic and Road 
Transportation, the organizers of the way by virtue of Article 273 of Act No 
22/2009 on Traffic and Road Transportation, as well as the way the organizers 
liability under Article 273 of Act No 22/2009 on Traffic and Road Transportation. 
This paper is based on research using the normative research, that uses statute 
approachand conceptual approach. These results indicate that the Act number 
22/2009 on Traffic and Road Transportation is a conception of thought and ideas 
to address the problems of transport arrangements Indonesia for example the 
protection of public safety issues as road users that must be considered and 
prioritized by the government as a street organizer, and if it is not met then there 
is a responsibility of the government as a way to create justice organizers. 
Meaning is not immediately after the organizers received a road safety audit 
report road, then the road sections that have undergone either mild or severe 
damage that could potentially cause traffic accidents should be immediately 
corrected. And if it can not be repaired, then on the road sections should be 
marked. 




Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
menyebutkan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut 
memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 
alasan pembentukan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pertanggungjawaban penyelenggara jalan 
berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep 
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(conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan suatu konsepsi dan 
gagasan pemikiran untuk menjawab permasalahan pengaturan transportasi 
Indonesia misalnya masalahperlindungan keselamatan masyarakat sebagai 
pengguna jalan yang harus diperhatikan dan diutamakan oleh pemerintah sebagai 
penyelenggara jalan, dan apabila hal itu tidak terpenuhi maka ada 
pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan agar tercipta 
keadilan. Penyelenggara jalan nasional yang bertanggungjawab terhadap 
kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak di Gorontalo adalah Kepala Satker 
PJN Gorontalo.Kepala Satker PJN Gorontalo dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana sesuai pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan apabila setelah menerima laporan hasil audit keselamatan jalan, 
tetapi tidak segera memperbaiki jalan ataupun memberi tanda pada jalan yang 
rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 




Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar 
dalam kehidupan masyarakat.Karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke 
daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai 
peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya 
serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah 
agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, 
membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan 
dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka 
mewujudkan sasaran pembangunan nasional.4Sehingga perbaikan dan 
pengawasan terhadap kualitas jalan harus terus dilakukan.Sebab kerusakan jalan 
raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat. 
Karena pentingnya transportasi sehingga transportasi diibaratkan seperti 
tulang punggung dalam perekonomian suatu bangsa. Buruknya sistem transportasi 
akan sangat merugikan dari segi ekonomi secara menyeluruh. Menurut Schumer 
Negara yang maju ditandai oleh: tanah yang subur, kerja keras dan transportasi 
yang lancar.5Hal ini dapat digambarkan sebagai aliran darah dalam tubuh 
manusia.6 Mobilitas di mana peran utama transportasi merupakan bagian dari 
hidup kita, makin baik sistem transportasi maka akan semakin baik kehidupan 
kita.  
Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan tujuan dan cita-cita Negara 
Republik Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum. Hal ini secara 
ekplisit dapat dilihat pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 
yang berbunyi:7 
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“… membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…8 ” 
Sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh 
Undang-undang Dasar 1945, Sadjijono mengatakan:9 
Isi dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dapat dipahami 
mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia.Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan 
bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga 
Negara.Hakekat pembinaan perlindungan dimaksud agar warga 
Negara tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari 
ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri. 
Kegiatan lalu lintas melibatkan dan menyangkut kepentingan banyak 
pihak. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan benturan kepentingan antara pihak 
yang satu dengan yang lain  perlu ada aturan main yang harus dipatuhi oleh semua 
pihak yang berkepentingan. Aturan yang relatif bersifat ‘tetap’ dan ‘umum’ yang 
tertuang dalam undang-undang.10Pengaturan lalu lintas meliputi penetapan 
kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu, berupa perintah, 
anjuran, dan larangan yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum. 
Konsekuensi hukumnya hampir sama dengan pengendalian yang meliputi 
pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta 
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban 
masyarakat dalam berlalu lintas.11 
Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan ini membawa perubahan tersendiri dalam pengaturan hukum 
tentang pengelolaan lalu lintas. Terlihat dari dimasukkannya pengaturan tentang 
kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang sebelumnya tidak diatur 
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Dimana dalam penyelenggaraan jalan yang menggangu atau 
membahayakan pengguna jalan, pemerintah berkewajiban untuk 
bertanggungjawab atas apa yang diselenggarakannya. Pasal 273 Undang-undang 
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan 
bahwa ; 
(1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki 
Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)12 sehingga 
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) 
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bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). 
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada 
jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2)13 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 
(satu juta lima ratus ribu rupiah). 
Berpijak dari ketetuan Pasal 273 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut bahwa penyelenggara jalan yang tidak 
segera memperbaki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat 
pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan-jalan yang rusak 
dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa 
ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah.  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya 
yaitu mengenai uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan 
keselamatan berlalu lintas.14 Akan tetapi seringakali pada kasus kecelakaan lalu 
lintas masyarakat memandang bahwa kecelakaan yang menyebabkan pihak lain 
yang celaka, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang lalai. 
Demikian pula dengan aparat penegak hukum seperti polisi yang langsung 
menangkap anggota masyarakat yang dianggap lalai dan mengakibatkan orang 
lain celaka tersebut. Namun rasanya belum pernah terjadi penangkapan terhadap 
para penyelenggara jalan pada kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan. 
Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini 
terkadang dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat.Faktor human 
error15 pun kerap dijadikan kambing hitam atas terjadinya kecelakaan lalu lintas 
di jalan raya, apalagi kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Padahal 
kecelakaan lalu lintas tidak hanya diakibatkan oleh perilaku pengemudi kendaraan 
yang tidak tertib akan tetapi juga tidak lepas dari kondisi jalan yang dikelola oleh 
penyelenggara jalan. Yudi Widiana Adia, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi 
PKS mengatakan bahwa: 
“Faktor jalan menjadi pemicu nomor dua terbesar kecelakaan lalu 
lintas jalan. Kontribusinya sekitar 28,17 persen dari total kecelakaan 
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yang terjadi di Indonesia. Tiap hari, ada sekitar 300-an kasus 
kecelakaan. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata tiap jam tiga 
nyawa melayang sia-sia. Belum lagi mereka yang luka-luka, 
jumlahnya berlipat-lipat dari yang tewas”.16 
Saat ini banyak dijumpai beberapa ruas jalan dalam kondisi yang sudah 
rusak dengan berbagai jenis tingkatannya.Kerussakan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai rusak berat dan sedang. Menurut manual pemeliharaan jalan No; 
03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan 
jalan dapat dibedakan atas17: 
1. Retak (cracking) 
2. Distorsi (distortion) 
3. Cacat permukaan (disintegration) 
4. Pengausan (polished aggregate) 
5. Kegemukan (bleeding or flushing) 
6. Penurunan pada bekas penanaman utilitas (utility cut depression) 
Zulkarnaen Arief mengatakan bahwa jalan sangat tidak memadai sehingga 
tidak terhubung, tidak ada konektivitas yang baik antar provinsi.Di luar pulau 
Jawa pun sangat buruk, termasuk di Indonesia Timur.18 Data dari kementerian 
pekerjaan umum menyebutkan, saat ini secara keseluruhan kondisi jalan yang 
rusak di Indonesia mencapai 3.800 Kilometer atau 10 persen jika dibandingkan 
dengan total panjang jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer.19 Menurut 
Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 
tingkat kerusakan terparah ada di jalan nasional wilayah III yakni mencapai 17,72 
dari total panjang jalan.20 Wilayah III ini meliputi Maluku, Maluku Utara, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, 
Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Tidak heran jika penduduk di 
daerah tersebut merasa kurang diperhatikan pemerintah.Indikatornya sangat 
sederhana, yaitu jalan yang tidak layak. 
Semestinya kondisi jalan ini tidak semakin buruk seperti yang terjadi saat 
ini, jika setiap terjadi kerusakan jalan langsung diperbaiki sehingga para pengguna 
jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut. Salah 
satu contoh kecelakaaan lalu lintas akibat jalan yang rusak yaitu kecelakaan yang 
terjadi pada hari jumat tanggal 25 januari 2013 sekitar jam 18.30 wita, di jalan 
Trans Sulawesi Desa Tridarma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. 
Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika pengemudi mobil mikrolet DM 1033 
D yang pada saat itu berjalan dari arah Isimu menuju arah Paguyaman berjalan 
dengan kecepatan 35 Km/Jam dengan muatan yang berat. Pada saat melintasi 
jalan Trans Sulawesi Desa Tridarma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo 
pengemudi mobil tiba-tiba menghindari aspal jalan yang miring kiri di lajur 
jalannya dengan cara mengambil lajur jalan kanan sehingga ban depan dan 
belakang mobil sebelah kanan sudah berjalan di lajur jalan kanan. Pada waktu 
yang bersamaan dari arah depan (arah berlawanan) datang satu unit sepeda motor 
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DM 4739 AS yang berboncengan yang juga melintasi aspal jalan yang rusak 
sehingga pada saat pengendara sepeda motor menghindari jalan yang berlubang, 
penumpang sepeda motor kepalanya terbentur di body mobil samping kanan 
bagian depan yang pada saat itu sudah mengambil lajur jalannya sepeda motor 
sehingga mengakibatkan penumpang sepeda motor terjatuh dari sepeda motor, 
serta sepeda motor bersama pengendara oleng kiri kemudian terjatuh di aspal 
jalan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang yang dibonceng 
mengalami luka setelah itu meninggal dunia di puskesmas pembantu desa 
Tridarma Kec Pulubala Kab Gorontalo.21 
Selain itu, contoh kasus terkini yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi 
pada hari jumat tanggal 31 januari 2014 sekitar jam 18.15 wita, di jalan Trans 
Sulawesi Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Dimana sesaat 
sebelum terjadi kecelakaan sebuah sepeda motor suzuki yang  yang berboncengan 
berjalan dari arah Boliyohuto menuju ke arah Tibawa. Ketika sepeda motor 
tersebut ingin mendahului mobil Tronton yang berjalan searah di depannya, pada 
saat itu sepeda motor terperosok di jalan yang berlubang yang berada disebelah 
kanan jalan sehingga sepeda motor tersebut oleng dan berjalan ke kiri, sehingga 
pengendara motor dan yang dibonceng terbentur pada bodi mobil Tronton 
sedangkan sepeda motor terbanting dan tergilas oleh mobil tronton dan akibatnya 
kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi motor dan di bonceng mengalami 
kerugian materi dan luka ringan.22 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
tulisan ini adalah :  
1. Apa alasan yang mendasari dapat di pidananya penyelenggara jalan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan? 
2. Siapa penyelanggara jalan yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu 
lintas akibat jalan yang rusak berdasarkan pasal 273 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 
3. Kapan penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan atas kecelakaan 
lalu lintas akibat jalan yang rusak berdasarkan pasal 273 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 
Tulisan ini mengkaji hukum dari sisi normatif yang mencakup: asas-asas 
hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perkembangan pembaharuan 
hukum dalam lingkup hukum pidana di Indonesia. Tulisanini menekankan pada 
penelaahan bahan-bahan kepustakaan (bibliographic research) yang berupa 
bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun demikian data hasil 
wawancara langsung dengan narasumber juga tidak bisa ditinggalkan selama 
terkait dengan norma hukum yang akan di tulis. 
Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual 
approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis 
bagaimana kebijakan pasal 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pendukungnya mengatur tentang 
perbuatan pejabat penyelenggara jalan yang tidak melakukan perintah perbaikan 
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jalan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.Sedangkan pendekatan konsep 
(conceptual approach) digunakan untuk mengkaji landasan pemikiran 
diperlukannya kebijakan mengenai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara 
jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode penafsiran atau 
interpretasi23 dengan merujuk kepada teori-teori yang digunakan. Metode 
interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal24(interpretasi menurut 
bahasa). Interpretasi menurut bahasa dipakai karena sebuah kalimat dalam teks 
undang-undang memainkan peranan penting dalam penentuan makna suatu 
ketentuan undang-undang.Dalam hal ini makna ketentuan pasal 273 undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan 
dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. 
 
Pembahasan 
1. Alasan Dapat Dipidananya Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus 
ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dam mampu 
mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan 
lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, 
tepat, teratur, dan lancar. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai moda 
transportasi harus ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan 
mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan. Karena lalu lintas dan angkutan 
jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yaitu sebagai moda yang 
menghubungkan antar daerah, wilayah dan negara sehingga perlu terus 
dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat dan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Dalam rangka pembangnan hukum nasional serta untuk lebih 
memantapkan perwujudan kepastian hukum dalam hal penataan lalu lintas dan 
angkutan jalan, maka pemerintah perlu mengganti Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan undang-undang 
yang baru. Hal ini karena undang-undang tersebut tidak sesuai lagi untuk dipakai 
sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti 
dengan undang-undang yang baru. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan undang-undang lalu lintas 
dan angkutan jalan adalah:25 
1. Aspek filosofis dan sosiologis 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan 
pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam 
pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus 
tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.Transportasi 
merupakan merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan 
serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. 
Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus 
ditata dalam satu system transportasi nasional secara terpadu, untuk 
mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.Mengingat penting dan 
strategisnya lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang 
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. 
Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban dan 
tanggung jawab pemerintah, para pemilik jasa, para pengguna jasa, dan 
tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat 
dari penyelenggaraan lalu lntas dan angkutan jalan. 
2. Aspek yuridis 
Dengan berubahnya paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
lebih menekankan pada penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberi 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada daerah secara 
proporsional, maka dalam UU LLAJ yang akan disusun harus 
mengakomodasikan pemberian beberapa kewenangan di bidang 
pemerintahan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari 
pemerintah kepada pemerintah daerah.  
Kewenangan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini didasarkan pada kriteria yang 
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Pemerintah Daerah, yaitu: 
a) Eksternalitas (spill over) yaitu penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan yang 
timbul akibat penyelenggaraan urusan; 
b) Akuntabilitas yaitu penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran 
dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu 
urusan pemerintahan; 
c) Efisiensi yaitu penyelenggara suatu urusan pemerintah ditentukan 
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang 
dapat diperoleh.  
3. Tantangan masa depan 
Dalam era sekarang dan yang akan datang berkaitan dengan 
penyelenggaraan transportasi khususnya lalu lintas dan angkutan jalan 
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terdapat issu dan permasalahan yang harus disikapi guna penataan dan 
pengembangan lalu lintas angkutan jalan yang lebih baik, yaitu: 
a) Otonomi daerah yaitu kejelasan mengenai pembagian wewenang pusat 
dan daerah yang adil; 
b) Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam perumusan kebijakan 
dan pelayanan publik; 
c) Akuntabilitas yaitu pertanggung jawab pelaksanaan tugas aparatur; 
d) Demokrasi partisiasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan 
perencanaan; 
e) Hak asasi yaitu perlindungan dan keadilan; 
f) Keselamatan yaitu manajemen keselamatan; 
g) Efisiensi yaitu optimalisasi sistem transportasi jalan. 
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan undang-undang 
lalu lintas dan angkutan jalan diatas, maka salah satu hal baru yang diatur dalam 
Rancangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yaitu adanya pengaturan tugas, kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Hal ini sebelumnya tidak diatur dalam 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Tentang RUU lalu lintas dan angkutan jalan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
(FKB) DPR RI yang menyatakan bahwa: disisi lain, ketentuan tentang kewajiban 
pemerintah dalam menjamin penumpang sangatlah kecil. Kewajiban pemerintah 
hanya tertuang dalam ketentuan tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. 
Itupun tidak disertai dengan ketentuan bahwa pemerintah akan menjamin 
kenyamanan dan keamanan berlalu lintas.26 
Dalam pokok-pokok materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam 
undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur juga tentang 
kewajiban melakukan audit keselamatan (safety audit) dan tanggung gugat apabila 
terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu, dalam RUU Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal yang harus 
memperhatikan masalah perlindungan dan keadilan terhadap hak asasi. 
Perlindungan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan harus diperhatikan 
dan diutamakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan, dan apabila hal itu 
tidak terpenuhi maka ada pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai 
penyelenggara jalan agar tercipta keadilan. 
Tantangan pembangunan bidang transportasi juga didominasi oleh 
permasalahan pelayanan publik yang belum memuaskan, peningkatan faktor 
keselamatan dan peningkatan kelancaran mobilitas serta peningkatan aksesbilitas 
pelayanan transportasi di wilayah terpencil atau tertinggal dan 
perbatasan.Sehingga penyempurnaan regulasi dibidang transportasi seharusnya 
dioreientaskan pada jawaban tantangan tersebut. Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan berpendapat bahwa: 
“Disektor transportasi darat, pemerintah cenderung tidak care dan 
kurang fokus dalam mengatur dan mengelola sektor ini.Terpecah-
pecahnya fungsi yang terkait dengan transportasi darat dalam banyak 
institusi yang menyebabkan terjadinya disorganisasi menjadi salah satu 
indikatornya.Seharusnya pemerintah mengintegrasikan fungsi 
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perhubungan, bina marga, dan polisionil/penindakan hukum dalam 
satu institusi saja.Dibanyak Negara ketiga fungsi tersebut ada dan 
dilaksanakan oleh satu institusi saja, Ministry Of Transportation”.27 
Dimasukkannya pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana 
penyelenggara jalan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap 
tuntutan akuntabilitas dimana setiap pelaksana tugas pemerintah pada salah satu 
bidang transportasi darat yaitu lalu lintas dan angkutan jalan harus 
dipertanggungjawabkan, maka diharapkan dapat menciptakan keadilan. Karena 
selama ini pengaturan tentang pertanggungjawaban pemerintah sebagai 
penyelenggara jalan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari fasilitas jalan 
yang disediakan oleh pemerintah belum ada dalam Undang-undang sebelumnya. 
Mengenai hal ini, Drs. Darul Siska28 mengatakan bahwa: 
“…ketua sudah menangkap dengan jelas signal-signal dari anggota 
sore hari ini bahwa keinginan anggota itu pemerintah menata ulang 
tentang penyidikan dan sanksi pidana. Yang kedua, saya kira 
disamping tentang menata ulang menurut kami barangkali perlu kita 
lihat ada bagian-bagian yang disini sebenarnya bukan pidana tetapi ada 
administrasi, mulai pencabutan SIM, barangkali pengelompokkannya 
bukan dalam sanksi pidana.Hal ini tempatkan di tempat yang sebaik-
baiknya.Yang ketiga, sebagaimana kita membuat undang-undang yang 
terakhir-terakhir adalah sanksi pemberatan kepada aparat yang 
melanggar ketentuan-ketentuan didalam undang-undang sebagaimana 
biasa adalah 130% x sanksi kepada masyarakat biasa. Saya kira tiga 
patokan itu akan menjadi acuan pemerintah didalam menyusun ulang 
tentang penyidikan dan sanksi pidana…” 
Menurut teori hukum umum, bahwa setiap orang termasuk pemerintah 
harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau 
tanpa kesalahan (strict liability).Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab 
hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi Negara. 
Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan 
pengadilan.29 
Untuk mencapai tujuan hukum seperti tujuan hukum menurut Sudikno 
diatas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav 
Radbruch, dimana ada 3 nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjai dasar 
dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu:30 
1. nilai keadilan; 
2. nilai kemanfaatan; dan 
3. nilai kepastian hukum.31 
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28 Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI, Risalah Rapat Paripurna Tanggal 11 Februari 
2009  Tentang Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hlm 74 
29 Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm147-148 
30  Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm 73-74. 
31Aspek kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai 
peraturan yang harus ditaati.Aliran ini menganggap bahwa hukum yang telah tertuang dalam 




Teori ini mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, 
dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir 
barulah kepastian hukum. 
Substansi suatu kebijakan hukum pidana yang harus bermuatan 
pengalokasian pengaturan perbuatan warga masyarakat serta pengaturan 
perbuatan (kewenangan) institusi/lembaga penegak hukum berkaitan dengan 
penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan adalah 
penting untuk dilandaskan atas dasar asas kepastian hukum, keadilan, serta 
kemanfaatan bagi masyarakat.32 Asas kepastian hukum maksudnya agar setiap 
tindakan dari masing-masing instansi penegak hukum dalam menanggulangi 
kejahatan lalu lintas dan angkutan jalan selalu dilandaskan atas Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Ditinjau dari asas keadilan maksudnya agar tindakan dari setiap instansi 
penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan lalu lintas dan angkutan jalan 
harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga masyarakat 
untuk memperoleh keadilan. Semua pihak wajib untuk diberikan perlindungan 
oleh seluruh instansi penegak hukum. Sedangkan dari asas kemanfatan bagi 
masyarakat dapat diartikan bahwa pemanfaatan Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang terjadi di Indonesia baik oleh 
masyarakat maupun oleh pemerintah. baik oleh masyarakat maupun oleh 
pemerintah. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan seharusnya dijadikan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah untuk mecapai kesejahteraan dan 
keadilan seluruh rakyat. Selain itu diharapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan 
kepastian hukum dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Penyelenggara Jalan yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas 
akibat jalan yang rusak berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
2.1 Penyelenggara jalan sebagai subjek hukum pidana 
Dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan 
jalan, ketentuan pidana Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah apakah 
penyelenggara jalan merupakan subjek hukum? 
Subjek hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum mempunyai hak, 
kewajiban, serta kekuasaan tertentu atas sesuatu.Sesuai pengertian yang 
dipaparkan oleh Algra33 subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan 
kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan 
                                                                                                                                
diwujudkan.Kepastian hukum adalah hal yang mutlak bagi setiap aturan dan karena itu kepastian 
hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum. 
32 Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam 
Perspektif Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2014), 12-13. 





pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek 
dari hak-hak. 
Untuk lebih memperjelas kedudukan penyelenggara jalan sebagai subjek 














Dengan demikian sebagai subjek hukum, penyelenggara jalan juga 
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 
2.2 Penyelenggara jalan yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu 
lintas berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
Penyelenggara jalan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-
undang dapat dilihat pada table dibawah ini. 
Tabel 1 





Jalan Nasional Pemerintah Pusat Menteri Pekerjaan Umum 
Jalan Provinsi Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Jalan Kabupaten Pemerintah Kabupaten 
Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten 
Jalan Kota Pemerintah Kota Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Jalan Desa Pemeritah Kabupaten 
Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten 
Sumber: Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 
Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/ KPTS/ M/ 
2009 tentang Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, maka jalan Trans Sulawesi 
Desa Tridarma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dan jalan Trans 
Sulawesi Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo merupakan jalan 
Nasional yaitu ruas jalan Isimu-Paguyaman. Sehingga penyelenggara jalan yang 
dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pemerintah pusat. 
Penyelenggara jalan nasional yang ada di Provinsi Gorontalo adalah 
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN Gorontalo). Satuan kerja34 
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Terbatas (PT), Yayasan, 
dan Koperasi. 
Contoh: Negara, Provinsi, dan 
Kabupaten, lembaga-lembaga, 
serta bank-bank negara 
Kedudukan penyelenggara 




PJN Gorontalo merupakan lembaga pemerintah yang berada di Provinsi 
Gorontalo dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan peningkatan mutu 
jalan sepanjang ruas jalan nasional yang ada di Gorontalo dengan sumber dana 
APBN Departemen Pekerjaan Umum. Sehingga Satker PJN Gorontalo 
bertanggung jawab kepada menteri pekerjaan umum. Penyelenggara jalan yang 
bertanggung jawab terhadap jalan nasional yang ada di Gorontalo dapat di lihat 
pada gambar 2 dibawah ini. 
  
                                                                                                                                
organisasi/lembaga pada pemerintah yang bertanggung jawab kepada menteri yang 





Penyelenggara Jalan nasional yang ada di Gorontalo 
 
 
   
 
   
 
 









Dari gambar 2 tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan dalam 
penyelenggaraan jalan nasional yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Presiden) 
dan Menteri Pekerjaan Umum adalah kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) 
yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Artinya kewenangan tersebut bersifat permanen atau tetap ada selama 
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan masih mengaturnya. Dengan demikian 
keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu dipertanyakan karena sumbernya dari 
peraturan perundang-undangan.  
Kemudian kewenangan untuk penyelenggaraan jalan nasional yang ada di 
setiap provinsi, di selenggarakan oleh satuan kerja (Satker) PJN di tiap-tiap 
Provinsi. Kewenangan Satker PJN tersebut bersifat non atributif (non orisinil). 
Artinya kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, sehingga 
kewenangan tersebut bersifat hanya bersifat insidental dan bisa berakhir apabila 
pejabat yang berwenang dalam hal ini menteri pekerjaan umum menariknya 
kembali. Pelimpahan wewenang tersebut terjadi secara delegasi, yaitu pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah 
lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan delegatif yaitu kewenangan 
yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif (Menteri Pekerjaan Umum) 
kepada lembaga negara tertentu dibawahnya (Satker PJN Gorontalo) untuk 
melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional yang ada di provinsi Gorontalo. 
Dalam pelimpahan wewenang secara delegasi, yang beralih adalah seluruh 
wewenang dari delegans, sehingga apabila bila ada penuntutan, maka yang 
bertanggung jawab sepenuhnya adalah penerima delegasi tersebut. Dengan 
demikian, jika terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di ruas-ruas jalan 
nasional yang ada di Provinsi Gorontalo, maka yang bertanggung jawab adalah 
satuan kerja (Satker) PJN Gorontalo. Karena penyelenggara jalan yang 
bertanggungjawab pada ruas jalan Trans Sulawesi Desa Tridarma Kecamatan 
Pulubala Kabupaten Gorontalo dan jalan Trans Sulawesi Desa Lamahu 
Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo adalah Satker PJN Gorontalo, sehingga 
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pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.  
3. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap korban 
kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Jika dikaitkan dengan ajaran mens rea, dalam pasal 273 Undang-undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap 
batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan 
yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu sengaja atau lalai. Perbedaan 
antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sikap batin seseorang memang 
melanggar, sedangkan dalam kealpaan sikap batin orang ini hanya tidak 
mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan 
suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.35Sebagai bentuk 
kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara “graduil” atau 
secara kualitas saja.36 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, baik Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap 
pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan, 
agar supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak 
sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah dicantumkan sebagai delik 
pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas 
kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh 
masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. 
Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang 
rusak tersebut dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya untuk 
menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan. 
Bertitik tolak dari pendapat Van Hamel dan Bertens, penyelenggara jalan 
memiliki kemampuan bertanggung jawab karena: 
1. Penyelenggara jalan mampu untuk mengerti dan menyadari akan 
maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan, yaitu tidak segera 
                                                
35Pada umumnya para ahli hukum sependapat, bahwa secara substansial tidak ada perbedaan 
antara “kesengajaan” dan “kealpaan”. Keduanya menunjukkan hubungan batin antara “pelaku” 
dan “perbuatannya” yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan “celaan”. Tongat, Op. 
Cit, hlm 244 
36 Secara teoritis apabila bentuk kesalahan tersebut diurutkan mulai dari bentuk kesalahan yang 
kualitas paling berat sampai pada bentuk kesalahan yang kualitasnya paling ringan, maka secara 
hierarki urutan secara kualitatif dari bentuk kesalahan adalah sebagai berikut: 1). Kesengajaan 
sebagai maksud, 2). Kesengajaan sebagai kepastian, 3). Kesengajaan sebagai sebagai 
kemungkinan, 4). Kealpaan yang disadari, dan 5). Kealpaan yang tidak disadari.Patut juga 
dikemukakan bahwa antara kesengajaan dengan kealpaan sebenanrnya sangatlah tipis, terutama 
“kesengajaan sebagai kemungkinan dengan kealpaan yang disadari”.Sehingga timbul pemikiran 





memperbaiki jalan yang rusak itu tidak dapat dibenarkan oleh 
masyarakat. 
2. Penyelenggara jalan mampu untuk menentukan kehendak atas apa 
yang ia lakukan dengan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, 
sehingga ia bertanggung jawab atas apa yang disebabkannya.  
Dengan demikian, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang 
rusak penyelenggara jalan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, hal 
ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal: 
1. Tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. 
2. Tidak memberi tanda pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. 
3. Tidak melakukan perawatan dan perbaikan jalan sehingga masih 
banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat 
permukaan, maupun berlubang. 
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat. 
Menurut Jimly Asshiddiqie37, pertanggungjawaban ada dua yakni 
pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional 
atau jabatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika seorang pejabat didalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan 
hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara 
jabatan (institusional). Tetapi sebaliknya jika seorang pejabat melaksanakan tugas 
dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku, maka 
pelaksanaan tindakannya dipertanggungjawabkan secara pribadi atau 
pertanggungjawaban personal. 
Menurut Brautigam38, Pertanggungjawaban pemerintah dapat dibagi 
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu; pertama:pertanggungjawaban politik (political 
accountability), kedua: pertanggungjawaban hukum (legal accountability), dan 
ketiga: pertanggungjawaban ekonomi (economic accountability).  
Pertanggungjawaban hukum mengandung arti bahwa baik pemerintah 
maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang 
merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain harus mempertanggungjawabkan 
dan menerima tuntutan hukum atas perbuatannya tersebut. Pertanggunjawaban 
hukum oleh pemerintah dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sarana, yaitu melalui 
hukum administrasi, melalui hukum perdata, serta hukum pidana.Berdasarkan 
instrument hukum tersebut, maka dikenal adanya pertanggungjawaban 
administrasi, pertanggungjawaban perdata, serta pertanggunjawaban pidana. 
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum, Hadjon 
mengatakan bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut 
termasuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi.39Pada dasarnya 
setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan dibebani 
tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.Yang membedakan antara 
                                                
37Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada seminar Indonesia-
Malaysia, (Uin/IAIN Padang, 2010), hlm 12-13. 
38Baca Anis Zakaria Kama, Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, (Makassar, 
2012), hlm 258. 





tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan 
membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung 
jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.Mengenai pertanggungjawaban 
hukum pemerintah/ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu barakhirnya masa jabatannya. 
Pada dasarnya tanggung jawab yang melekat pada pemerintah/ pemerintah 
daerah dalam melakukan tindak pemerintahan adalah tanggung jawab 
terbatas.Artinya tanggung jawab tersebut tergantung pada tindakan pemerintah/ 
pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar jabatannya, sehingga menimbulkan 
adanya tanggung jawab jabatan. Atau sebaliknya, tindakan yang dilakukannya 
secara faktual telah menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain sebagaimana 
ditentukan dalam aturan dasarnya bentuk tindakan sewenang-wenang atau 
penyalahguaan wewenang, maka tanggung jawab yang timbul adalah tanggung 
jawab pribadi. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pertnggungjawaban perdata 
dan administrasi merupakan pertanggungjawaban jabatan.Sedangkan 
pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi pejabat yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan pidana. Pertanggungjawaban pidana 
penyelenggara jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas 
pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam pasal 24 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, artinya 
pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum. 
Sehingga terhadap pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana. 
Adanya pergeseran paradigma pemidanaan, dimana sebelumnya sanksi 
pidana merupakan alternatif terakhir (ultimum remedium), namum saat ini sanksi 
pidana dijadikan sebagai upaya yang utama (primum remedium).Penjatuhan 
sanksi pidana dilakukan apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar 
merugikan kepentingan Negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang 
berlaku maupun perasaan sosiologis masyarakat, maka sanksi pidanalah yang 
menjadi pilihan utamanya (primum remedium). 
Untuk menentukan adanya kesalahan penyelenggara jalan dalam hai ini 
Satker PJN Gorontalo cukup dibuktikan dengan kemampuan jiwa dari Kepala 
Satker PJN, alasannya karena kepala satker PJN Gorontalo sesuai dengan 
kewenangan yang dimilikinya, sebagai penyelenggara jalan yang yang 
bertanggung jawab atas kelayakan ruas jalan tersebut memiliki kemampuan jiwa, 
yaitu mengetahui atau menilai perbuatannya tersebut membahayakan masyarakat 
pengguna jalan umum. dalam hal ini segera memperbaiki ruas jalan Trans 
Sulawesi Desa Tridarma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dan jalan 
Trans Sulawesi Desa Lamahu Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang 
rusak, yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.  
Menurut teori identifikasi atau alter ego theory (instrumental rule), bahwa 
segala perbuatan Satker PJN Gorontalo tersebut selalu diwujudkan melalui 
perbuatan pimpinannya, dalam hal ini Kepala Satker PJN Gorontalo yang 
mempunyai kedudukan fungsional pada Satker PJN Gorontalo. Karena 
kedudukannya tersebut, maka dalam menjalankan segala kewajiban hukum Satker 
PJN Gorontalo diwakili oleh Kepala Satker yang bertindak untuk dan atas nama 
Satker PJN Gorontalo. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak 




Kabupaten Gorontalo dan jalan Trans Sulawesi Desa Lamahu Kecamatan Bilato 
Kabupaten Gorontalo, maka Kepala Satker PJN Gorontalo dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana.  
Perlu di ingat bahwa berdasarkan teori identifikasi, perbuatan dan sikap 
batin badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 
adalah perbuatan dan sikap batin dari orang-orang yang diidentifikasikan atau 
dipersamakan dengan badan hukum yang disebut directing mind badan hukum. 
Directing mind badan hukum adalah orang-orang yang mempunyai 
kewenangan/otoritas dan kemampuan (ability) untuk mempengaruhi kebijakan 
dalam suatu badan hukum.Dalam kasus pertanggungjawaban penyelenggara 
diatas, yang merupakan directing mind dari Satker PJN Gorontalo adalah 
pimpinan atau Kepala Satker PJN Gorontalo.Karena Kepala Satker PJN Gorontalo 
termasuk orang penting dalam struktur Satker PJN Gorontalo dan merupakan 
pemegang kewenangan/otoritas tertinggi dari Satker PJN Gorontalo. 
Untuk mengetahui kapan penyelenggara jalan dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang 
rusak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dapat diketahui apakah unsur-unsur dari ketentuan pasal 273 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terpenuhi. Pasal 273 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa; 
(1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan 
yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)40 sehingga 
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). 
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada 
jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2)41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta 
lima ratus ribu rupiah). 
Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak 
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pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana materiil42. 
Artinya tindak pidana yang dilarang dalam pasal 273 tersebut adalah tindak 
pidana yang menimbulkan akibat kecelakaan.Dengan demikian tindak pidana 
materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang suatu perbuatan 
yang dapat menimbulkan akibat atau disebut akibat terlarang.43 Terjadinya suatu 
perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah 
pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan 
lalu lintas di jalan. 
Terwujudnya tindak pidana materiil oleh penyelenggara jalan berdasarkan 
pasal 273  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan secara sempurna adalah apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu 
lintas di jalan yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera 
dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Untuk menentukan apakah kecelakaan 
lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan penyelenggara jalan, maka 
dapat dilihat dari kronologis kejadian tersebut, apabila terdapat hubungan kausal 
antara perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki 
jalan rusak dengan akibat yang ditimbulkan.44 Dengan demikian dalam 
menentukan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan berdasarkan pasal 
273  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, ajaran kausalitas menjadi sangat penting, karena akan menunjukkan 
perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari 
kecelakaan lalu lintas di jalan.45 
Sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa 
perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan 
yang rusak tersebut merupakan perbuatan pasif, sehingga termasuk tindak pidana 
pasif yang disebut delicta omissionis.Delik omisionis (delicta omissionis) terbagi 
atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni), yang lazim disebut delicta 
omissionis dan delik omisionis yang tidak murni, sering disebut delicta 
commisssionis per omissionem commissa. 
Delicta omissionis (delik omisionis yang murni), ialah delik-delik, 
perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang 
dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan 
dengan perbuatan passif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, 
dimana seharusnya ia berbuat aktif. Misalnya pasal-pasal 164-165, 224, 522, 523, 
529, 531 KUHP. Sedangkan delik omisi yang tidak murniyang lazim dinamakan 
oneigenlijke omissidelicten atau delicta commissionis per omissionem commissa, 
                                                
42 Dilihat dari cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan antara (1) tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil, disebut dengan tindak pidana formil (formeel delicten), dan (2) tindak 
pidana yang dirumuskan secara materiil, disebut dengan tindak pidana materiil (materiel delicten). 
Baca Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2011), hlm 213. 
43Ibid, hlm 213-214. 
44 Dalam hal terwujudnya tindak pidanaa materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat esensial, 
yaitu: 
a. Terwujudnya tingkah laku; 
b. Terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutief gevolg); dan 
c. Ada hubungan kausal (causal verband) antara wujud tingkah laku dengn akibat konstitutif. 
Ibid. 




ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau perbuatan passif 
dengan kata lain dapat terjadi karena perbuatan (handeling) atau pengabaian 
(nalaten).46 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan 
penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan tersebut 
merupakan perbuatan pengabaian (nalaten) terhadap kewajiaban untuk 
memperbaiki jalan yang rusak.Dengan demikian perbuatan penyelenggara 
tersebut termasuk delik omisi yang tidak murni (delicta commissionis per 
omissionem commissa).Maka apakah ajaran kausalitas berlaku juga untuk tindak 
pidana pasif yang tidak murni? 
Untuk tindak pidana pasif murni (delicta omissionis), terwujudnya tindak 
penting akibat, atau tidak bergantung pada akibat. Misalnya pada pasal 304 atau 
522 KUHP, terwujudnya perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP) atau tidak 
datang (Pasal 522 KUHP) maka tindak pidana itu telah terjadi secara sempurna. 
Lain halnya dengan tindak pidana pasif yang tidak murni (delicta commissionis 
per omissionem commissa).Pada tindak pidana pasif yang tidak murni ini, akibat 
menjadi sangat penting.Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah berupa 
tindak pidana pasif yang terjadi pada tindak pidana materiil.Sebagaimana 
diketahui bahwa pada tindak pidana materiil tertentu dapat terjadi dengan tidak 
berbuat.47 
Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang 
dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak 
murni. Artinya bahwa terwujudnya tindak pidana oleh penyelenggara jalan yaitu 
dengan “tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak” atau “tidak 
memberi tanda pada jalan yang rusak” yang dapat menimbulkan akibat 
kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut, unsur 
akibat menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan.Namun apakah perbuatan 
penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat menimbulkan 
akibat tersebut dapat dipidana? 
Van Hamel menyatakan bahwa: seseorang yang tidak berbuat, ia tidak 
dapat dianggap menyebabkan suatu akibat, apabila dia tidak mempunyai 
kewajiban hukum untuk berbuat (als de dader de rechtsplicht heft om te doen). 
Kewajiban hukum yang dimiliki seseorang yang pada waktu dan keadaan tertentu 
diwajibkan oleh hukum harus berbuat.Apabila karena hukum seseorang wajib 
berbuat, dan kemudian dia tidak berbuat yang menimbulkan akibat, maka sebab 
dari akibat itu adalah terletak pada dimilikinya kewajiban hukum48 tersebut. 
Kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan merupakan 
kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yaitu kewajiban berdasarkan pasal 24 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.Hal ini berarti bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban untuk 
segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta memberi tanda pada jalan 
yang rusak apabila belum bisa diperbaiki.Dengan demikian, maka kewajiban 
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hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan tersebut merupakan sebab dari 
kecelakaan lalu lintas di jalan. 
Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa dalam ketentuan pasal 24 dan 
pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, terdapat alasan pembenar49 yang dapat menghapuskan pidana. 
Dimana apabila penyelenggara jalan telah memberi tanda pada jalan yang rusak 
(sampai waktu yang tidak ditentukan) kemudian terjadi kecelakaan, maka 
ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan tidak dapat dipakai untuk mempertanggungjawabkan 
penyelenggara jalan. 
Dengan “memberi tanda” pada jalan yang rusak merupakan alasan 
penghapus sifat melawan hukum bagi perbuatan penyelenggara jalan, sehingga 
dengan alasan tersebut menyebabkan perbuatan penyelenggara jalan sekalipun 
telah memenuhi isi rumusan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (mengenai tindak pidana materiil), tetapi 
kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan penyelenggara jalan yang 
mengabaikan kewajiban itu menjadi dibenarkan. Dalam hal ini sifat melawan 
hukum yang ada pada perbuatan penyelenggara jalan tersebut menjadi hilang 
karena adanya alasan-alasan tadi.Dan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang 
patut dan benar.50 
Akan tetapi karena begitu pentingnya peran jalan dalam kehidupan sehari-
hari, karena untuk mendorong perekonomian nasional dan untuk memajukan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka perlu penerapan sanksi pidana 
terhadap penyelenggara jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini 
karena akibat yang akan ditimbulkan dari kerusakan jalan begitu besar, baik dari 
kerugian materi sampai meninggal dunia. 
 Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas apabila terjadi kecelakaan 
lalu lintas di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Tridarma Kecamatan Pulubala 
Kabupaten Gorontalo dan jalan Trans Sulawesi Desa Lamahu Kecamatan Bilato 
Kabupaten Gorontalo, maka Kepala Satker PJN Gorontalo harus 
mempertanggungjawabkan akibat kecelakaan tersebut berdasarkan pasal 273 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
kepada korban. Hal ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Adapun kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelengga 
jalan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan adalah: 
1. Memperbaiki jalan yang rusak dan memberi tanda pada jalan yang rusak 
(pasal 24). 
2. Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu 
lintas (pasal 238 ayat (1)). 
                                                
49Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut dengan alasan pembenar (juntification of crime), yang 
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menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 





3. Menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan 
lalu lintas (pasal 238 ayat (2)). 
4. Mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan 
(pasal 239 ayat (1)). 
5. Membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan 
(pasal 239 ayat (2)). 
Selain mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, Pasal 240 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
juga mengatur hak-hak korban yakni: 
(1) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab; 
(2) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi; 




a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan merupakan suatu konsepsi dan gagasan pemikiran untuk 
menjawab permasalahan pengaturan transportasi darat di Indonesia saat ini 
yang menghadapi banyak tantangan dan kendala, sehubungan dengan 
adanya perubahan paradigma pembangunan nasional. Salah satu pokok 
materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam undang-undang tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan, diatur juga tentang kewajiban melakukan 
audit keselamatan (safety audit) dan tanggung gugat apabila terjadi 
kelalaian dalam penyelenggaraan jalan. Perlindungan keselamatan 
masyarakat sebagai pengguna jalan harus diperhatikan dan diutamakan 
oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan, dan apabila hal itu tidak 
terpenuhi maka ada pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai 
penyelenggara jalan agar tercipta keadilan.  
Dengan demikian, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana 
penyelenggara jalan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan 
pemenuhan terhadap asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan jalan saat ini.  
b. Sebagai subjek hukum, penyelenggara jalan juga mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi. Penyelenggara jalan nasional yang ada di 
Provinsi Gorontalo adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional 
(Satker PJN Gorontalo). Satuan kerja PJN Gorontalo merupakan lembaga 
pemerintah yang berada di Provinsi Gorontalo dan bertanggung jawab 
terhadap pembangunan dan peningkatan mutu jalan sepanjang ruas jalan 
nasional yang ada di Gorontalo dengan sumber dana APBN Departemen 
Pekerjaan Umum. Sehingga Satker PJN Gorontalo bertanggung jawab 
kepada menteri pekerjaan umum. 
Dengan demikian, jika terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak di 
ruas-ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Gorontalo, maka yang 
bertanggung jawab adalah Satuan kerja (Satker) PJN Gorontalo. Karena 
dalam penyelenggaraan jalan nasional yang ada di Provinsi Gorontalo 




jenderal pekerjaan umum kementerian pekerjaan umum yang kemudian 
dilaksanakan oleh Satuan kerja (Satker) PJN Gorontalo. 
c. Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil 
yang dilakukan oleh penyelenggara jalan tersebut merupakan tindak 
pidana pasif yang tidak murni, dalam tindak pidana tersebut, unsur akibat 
menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu 
tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Apabila karena 
hukum seseorang wajib berbuat, dan kemudian dia tidak berbuat yang 
menimbulkan akibat, maka sebab dari akibat itu adalah terletak pada 
dimilikinya kewajiban hukum tersebut. Dengan demikian, maka kewajiban 
hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan (pasal 24) tersebut 
merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan. 
Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Nasional yang 
ada di Gorontalo, maka Kepala Satuan Kerja (Satker) PJN Gorontalo dapat 
dimintai pertanggungjawaban akibat kecelakaan tersebut berdasarkan 
pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Hal ini karena, kepala Satker PJN Gorontalo merupakan 
directing mind and will dari kantor Satuan Kerja (Satker) PJN Gorontalo 
yang bertindak untuk dan atas nama kantor Satker PJN Gorontalo.  
1. Saran 
a. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mempunyai fungsi legislasi, 
agar pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan 
harus tetap dipertahankan keberlakuannya secara primum remedium 
(upaya yang utama). Selain itu pemberian sanksi administrasi juga 
diperlukan, karena perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera 
memperbaiki jalan yang rusak benar-benar membahayakan keselamatan 
serta merugikan kepentingan umum.  
b. Perlu dilakukan revisi terhadap pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena pasal tersebut 
dianggap masih memiliki kelemahan. Hal ini karena delik yang diatur 
dalam pasal 273  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah delik materiil, sehingga penyelenggara jalan 
tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi kecelakaan/ada 
korban. Seharusnya delik yang diatur dalam pasal tersebut adalah delik 
formil, agar pasal 273 tersebut sekaligus menjadi rambu-rambu bagi 
penyelenggara jalan dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Karena 
mengingat peranan jalan yang sangat penting dalam sistem transportasi 
darat di indonesia. 
c. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap pasal 24 dan pasal 273 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, agar penyelenggara jalan lebih berhati-hati dalam melaksanakan 
penyelenggaraan jalan. Sehingga kerusakan jalan dapat berkurang.  
d. Kepada aparat penegak hokum, agar penerapan pasal 273 Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus 
dilakukan, agar tercipta kepastian hukum dalam lalu lintas dan angkutan 
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